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Tugas akhir ini dilakukan di Instansi Pemerintahan yakni Kantor Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini untuk 
mengetahui prosedur dan perlakuan sistem akuntansi dana pensiun bagi PNS dan 
tatacara perhitungan dana pensiun berserta perhitungan iuran bulanan PNS  
yang diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah 
Provinsi Riau apakah sudah  sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi 
Pemerintah dengan yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Penelitaian ini menggunakan metode studi lapangan, opservasi dan studi 
keputusan. Dimana data-data tentang dana pensiun dilakukan analisa dengan 
cara mendiskripsikan dengan membandingkan terhadap akuntansi dana pensiun 
yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa proses akuntansi dana pensiun yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Profinsi Riau telah sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah yang berlaku.  
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Masa pensiun merupakan saat final dalam rangkaian episode 
pengabdian berpuluh-puluh tahun bagi seorang PNS. Jika setelah pensiun 
kesejateraan seorang pensiun tidak beda jauh dengan kitika masih aktip 
mengabdi, maka hal tersebut maka yang di cita-citakan banyak orang. Namun 
jika kondisi setelah pensiun berubah drastis, maka hal ini yang sering kali 
menimbulkan post power syndrome. 
Desakan untuk mereformasi sistem dana pensiun PNS dan jaminan 
sosial lainnya terjadi di banyak Negara, ekonomi dan politik, jika di Eropa 
terjadi perubahan sistem pensiun PNS dan sistem jaminan dan sistem jaminan 
sosial secara massif, maka di Indonesia desakan mereformasi sistem pensiun 
PNS terjadi karena sistem pensiun PNS yang ada sekarang sudah tidak 
relevan, kondisi saat ini baik dari aspek kebijakan, aspek angaran, aspek 
kelembagaan, sifat pensiun manfaat pensiun, batas usia pensiun maupun 
prosedur pengajuan pensiun.  
Sejak tahun 1969 hingga saat ini Undang-Undang yang mengatur 
tentang pensiun PNS masih mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 
1969. Namun, konsideran yang dijadikan rujukan undang-undang ini justru 
sudah tiga kali berubah sering dengan perkembangan situasi sosial politik. 
Banyak kekeliruan dalam praktik penyelengaraan program dana pensiun dan 




bagi penyelenggara, program pensiun dan THT atau pemberi kerja yaitu 
pemerintah maupun pemberi kerja atau PNS. Kesalah tanggapan kepada PT. 
Taspen, karena adanya ketidak tegasan dalam penyelangaraan program 
pensiun dan program THT bagi PNS.  
Kurangnya tranparansi dalam pelaporan penyelanggaraan program 
pensiun dan program THT banyak disoroti banyak pihak terutama Bank 
Dunia. Kurang komitmen dan kejelasan dalam pelaksanaan metode 
pembiayaan pensiun dan implementasi program pensiun,  kajian ini berhasial 
mengidentifikasikan dan menganalisis beberapa permasalahan dalam system 
pensiun PNS saat ini, sebagai berikut : 
1. Aspek Kebijakan  
a. Belum ada perencanaan yang matang terhadap sistem pendaan. 
b. Terdapat meteri muatan Undang-Undang yang tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan kebijakan 
2. Aspek Anggaran  
a. Beban pembiayaan terhadap kewajiban masa lalu atau unfunded PSL 
terjadi kerena penerapan pola manfaat pasti yang rentan terhadap 
kebijakan kenaikan table gaji pokok. 
b. Pola manfaat pasti menuntut adanya perhitungan kewajiban manfaat 





3. Aspek Kelembagaan  
a. Aspek Kelembagaan terutama menyoroti peranan, kedudukan, tugas 
dan fungsi PT. Taspen yang hanya diberi kewenangan untuk 
melakukan pengadmisnitrasian  iuran yang bersal dari Pegai Negri dan 
Pejabat Negara dan hanya bertindak sebagi juru bayar kepada pensiun 
setiap bulan serta melakukan pembayaran terhadap Tunjangan Hari 
Tua. 
b. Ada beberapa catatan menarik yang dikemukakan oleh Winer 1 terkait 
pengelolaan dana pensiun PNS selama ini kesalahan anggap Taspen 
adalah sebagai lembaga yang bertidak sebagai juru bayar program 
pensiun dan program THT PNS. Kedudukan PT. Taspen hanya 
sebagai lembaga yang mengadministrasikan uang pensiun dan THT 
PNS. Karena PT. Taspen tidak mempunyai kontrol atas iuran dan juga 
manfaat dari pengadministrasinnya itu. Selain itu, dalam 
pengadministrasian program pensiun PNS, tidak didasarkan pada 
hukum perasuransian dan juga hukum tentang pensiun. 
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis 
memilih judul “Analisis Sistem Akuntansi Dana Pensiun Pada Dinas 
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau “ sebagi Tugas 
Akhir di Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam 
pembahasan ini adalah apakah prosedur dan perlakuan akuntansi dana 
pensiun yang diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Pemerintah Provinsi Riau telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi 
keuangan pemerintah. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetaui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang 
diterapkan pada kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau 
telah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Bagi penulis, dapat mengetauin praktek yang sesungguhnya dan 
mengetahui sampai dimana teori yang didapatkan selama 
diperkuliahan  diterapkan dalam pengelolaan  dana pensiun Pegawai 
Negri Sipil, dalam hal ini Pegawai Negri Sipil, dinas kehutanan 
pemerintah provinsi riau. 
b. Kontribusi ilmu Akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori 
yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi 
keuangan khususnya mengenai penerapan akuntansi dana pensiun 





3. Metode Penelitian  
a. Tempat dan Waktu  
Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Kehutanaan Pemerintah 
Provinsi Riau JL. Jend. Sudirman,No.468 Pekanbaru. Penelitian akan 
direncanakan selama 1 (satu) bulan, tepatnya pada tanggal 1 Januiari 
2019 - 30 Januari 2019. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi 
pengumpulan data dan analisis data. 
4. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data perimer langsung diperoleh dari wawancara  dengan bagian 
Umum 
b. Data Sekunder  
Diperoleh dari Instansi-instansi terkait, dimana data sekunder dalam 
penelitian ini meliputi, keadaan umum Dinas Kehutanaan Pemerintah 
Provinsi Riau 
c. Metode Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh data yang diperlukan sesuai bahan penulisan karya 
tulis ini, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1) Studi Lapangan  
Studi lapangan adalah studi atau penelitian untuk mendapatkan 
data primer dengan mengadakan perjanjian langsung pada lokasi 




Riau, dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang 
diperlukan. 
2) Observasi 
Observasi adalah penelitian dengan mengadakan pengamatan 
terhadap objek yang diteliti yang berhubungan dengan topic 
pembahasan penelitian, baik kegiatan instan maupun dokumen-
dokumen dan catatan catatan yang ada pada instansi. 
3) Studi Kepustakaan 
Setudi kepustakaan adalah studi yang dilakukan untuk 
mendapatkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi 
dalam bentuk utuh tanpa mengalami perubahan data. 
4) Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulisan melakukan analisis 
dengan metode deskriptif konparatif, yaitu data yang diperoleh atau 
susunan atau diolah dengan sebaik-baiknya kemudian dibahas dan 
diperbandingkan dengan teori-teori yang ada dilapangan 
 
1.4 Sistematika Penelitian  
Secara garis besar, sistematika penulisan laporan akhir ini adalah 
sebagai beriukut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 





BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 
  Bab ini meliputi gambaran umum instansi yang terdiri sejarah 
berdirinya Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau, aktifitas 
instansi, dan struktur organisasi instansi. 
BAB III : TINJAUAN TEORI PRAKTEK  
  Bab ini mengumpulkan pembahasan yang mendukung kandasan 
teori dan prktek, diantaranya pengertian system akuntansi, prinsip 
akuntansi, pengertian dana pensiun, maksud dan tujuan dana 
pensiun, azas-azas peraturan dana pensiun, jenis program pensiun, 
tatacara pengajuan dana pensiun,  
BAB IV  : PENUTUP 
  Dalam bab ini, memaparkan kesimpulan dan saran yang 
membangun, dan nantinya berguna dalam menjalankan tugas 













GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1  Sejarah Singkat Organisasi  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru dibentuk 
berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 dan 
peraturan-peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan 
susunan organisasi kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan 
Kota Pekanbaru. 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru mempunyai 
tugas membantu tugas walikota  dalam melaksanakan kewajiban Walikota 
dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Propinsi Riau. 
Dasar hukum pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan:  
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati Dan Ekosistemnya 
2. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
3. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah  
4. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
5. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 








2.2 Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Terwujudnya Peningkatan Kwalitas Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang Lestari untuk 
Kesejateraan. 
 
2.3 Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
1. Meningkatkan kapasitas dan kwalitas pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup 
2. Meningkatkan rehabilitas hutan dan lahan kritis 
3. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejateraan 
masyarakat 
4. Meningkat kan kelestarian kawasan hutan  
 
2.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : 
1. Kepala Dinas  
2. Sekratariat membawahi : 
a. Sub bagian umum dan kepegawaian 
b. Sub bagian keuangan  
c. Sub bagian PEP 
3. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas membawahi: 
a. Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan 
b. Seksi pengaduan dan penegakan hukum 




4. Bidang pengelolaan sampah, limbah b3  pengendalian pencemaran : 
a. Seksi pengelolaan sampah dan limbah b3 
b. Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan 
c. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup 
5. Bidang perencanaan dan pemenfaatan hutan : 
a. Seksi perencanaan dan penataguaan hasil hutan  
b. Seksi pemanfaatan hutan dan penatausahan hasil hutan 
c. Seksi aneka usaha dan promosi kehutanan 
6. Bidang pengelolaan DAS,KSDAE dan pemberdayaan masyarakat : 
a. Seksi pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan lahan  
b. Seksi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat 
c. Seksi konservasi sember daya alam dan ekosistem 




2.5 Gambaran Struktur Organisasi  
Gambar 2.1 
Bagan Sruktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 













Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
 
2.6 Aktivitas Instansi  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unsur pelaksanaan 
yang membantu pelaksanaan tugas dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu 
Gubernur dalam melaksanaan urusan Pemeritahan  dibidang Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan  dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada 




1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
2. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi. 
3. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten  
4. Meningkatkan kualitas air, udara dan pemulihan akibat kerusakan 
lingkungan hiduip  
Ada beberapa sasaran yang di miliki Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yaitu meningkatnya rehabilitas hutan dan lahan kritis,dan 
meningkatnya pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejateraan 
masyarakat di Provinsi Riau. 
 
2.7 Unit Pelayanan Kerja  
Dalam unit pelayanan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Pemerintah Provinsi Riau ada beberapa bagian kepala bidang seksi-seksi 
bidang sebagai berikut : 
1. Bidang Perubahan Iklim Bertugas  : 
a. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat 
Domestik dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan 
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian 
Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati, Seksi Pengelolaan 






2. Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati 
mempunyai tugas: 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pengendalian Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian 
Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati; 
c. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
d. menyusun profil misi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau 
3. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik mempunyai tugas: 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pengelolaan Limbah Padat Domestik. 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Limbah 
Padat Domestik 
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan limbah padat 
domestik skala provinsi. 
d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendaur ulang, pengangkutan, pengolahan dan 
pemrosesan akhir limbah padat domestic. 
e. melakukan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 




f. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraaan dalam pengelolaan 
limbah padat domestik skala provinsi 
4. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas: 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan 
Kapasitas Lingkungan Hidup. 
c. menyiapkan bahan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan 
serta penyusunan  kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat 
Hukum Adat, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
d. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pemberian perhargaan 
Lingkungan Hidup termasuk Adipura, Adiwiyata, Kalpataru/Setya 
Lestari Bumi dan lain-lain. 
e. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
5. Bidang Perancanaan dan Pemanfaatan Hutan bertugas : 
a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai 




Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP. 
6. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas: 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Perencanaan dan Tata Hutan. 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan 
Tata Hutan. 
c. penyusunan petunjuk teknis, pelayanan administrasi fasilitasi dan 
pengendalian kegiatan tata hutan KPH dan rencana pengelolaan 
hutan KPH jangka panjang, menengah dan pendek. 
d. penataan hutan produksi dan lindung serta pemetaan potensi HHBK 
skala provinsi 
7. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Mempunyai Tugas: 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan. 
c. menyiapkan bahan dalam rangka penilaian, evaluasi dan pemberian 
pertimbangan teknis perizinan dan perpanjangan izin usaha 
pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan dan 
pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada hutan 




d. memfasilitasi perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa, izin usaha 
pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat. 
e. penyusunan petunjuk teknis, pelayanan administrasi, pengendalian 
dan pemantauan kegiatan pemungutan hasil hutan, pemanfaatan 
hutan, penggunaan kawasan hutan dan jasa lingkungan secara 
periodik serta penyediaan data dan informasi Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
8. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP mempunyai tugas: 
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 
Pengolahan, Pemasaran dan PNBP. 
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan, 
Pemasaran dan PNBP 
c. melakukan penyusunan petunjuk teknis, pelayanan administrasi dan 
pengendalian penilaian, evaluasi, verifikasi dan rekomendasi 
perizinan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi  < 
6.000 m3/tahun serta perubahannya dan perizinan industri primer 
hasil hutan bukan kayu. 
d. menyusun rencana, rekonsiliasi, monitoring, evaluasi, optimalisasi 
dan fasilitasi post audit serta pengurusan piutang negara terkait 
pemenuhan kewajiban pembayaran iuran kehutanan/PNBP 






4.1. Kesimpulan  
Berdasarkan pada urayan bab-bab sebelumnya, penulis dapat 
meberikan kesimpulan dan saran sebagi berikut:  
1. Pengelolan dan pensiun pada Pegawai Negri Sipil mengacu pada peraturan 
dan perundangan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan kata lain, 
pengelolan dana pensiun tidak biasa dikelola oleh masing-masing instansi 
Pemerintah, melainkan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. 
2. Dana Pensiun Pegawai Negri Sipil dikelola oleh Negara melalui PT. 
TASPEN sesuai dengan amanat Undang-Undang. 
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau  selaku 
salah satu intansi pemerintah daerah, tidak terlibat langsung dalam hal 
pengelolaan dana pensiun dan tidak memiliki kewenangan untuk 
mengelola dana pensiun pegawainya. 
4. Pengelolaan dan pensiun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sepenuhnya dikelola oleh PT.TASPEN. adapun data mengenai Pensiunan 
Pegawai Negri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikelola 
oleh badan kepegawaian Provinsi Riau dan badan pengelola pendapatan, 
keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru. 
5. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru mengelola data kepegawaian 
pensiun PNS, sedangkan badan pengelola pendapatan, keuangan dan Aset 






6. Kaerena sudah diatur semedikian rupa oleh peraturan dan perundangan, 
maka tata kelola pensiun PNS, termasuk didalam nya perlakuan Akuntansi 
dana pensiun, mengacu pada Undang-Undang yang terkait dan Stantar 
Akuntasi Pemerintah (SAP) 
 
4.2.  Saran   
1. Transparansi tata kelola dana pensiun PNS perlu diperhatikan, agar bisa 
memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pensiun itu sendiri dan 
juga kepada masyarakat luas. Hal ini dirasa penting mengingat 
pembayaran dana pensiun hingga karya tulis ini dibuat masih 
diakomandasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
2. Perlu kiranya dilakukan siminar terkait dana pensiun PNS untuk 
meningkatan kesadaran PNS dalam menanggapi masa pensiunnya. 
3. Bagi pihak Universitas, Akuntansi Dana Pensiun sebaiknya dijadikan 
sebagai salah satu mata kuliah agar mempermudah mahasiswa yang 
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DAFTAR WAWANCARA PADA KANTOR DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMERINTAH 
PROVINSI RIAU 
 
1. Siapakah yang mengelola dana pensiun PNS ? 
Jawab : Dana Pensiun Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kelola 
oleh PT. Taspen (persero). fungsi PT. Taspen yang hanya diberi kewenangan 
untuk melakukan pengadmisnitrasian  iuran yang bersal dari Pegai Negri dan 
Pejabat Negara dan hanya bertindak sebagi juru bayar kepada pensiun setiap 
bulan serta melakukan pembayaran terhadap Tunjangan Hari Tua. 
2. Apa saja Jenis Kelembagaan Dana Pensiun ? 
Jawab : jenis Kelambagaan Dana Pensiun ada dua bagian yaitu kelembagaan 
pensiun pemberi kerja ( DPPK), dan kelembagaan dana pensiun lembaga 
keuangan ( DPLK). 
3. Apa saja Program Dana Pensiun ? 
Jawab : jenis Program Dana Pensiun ada dua bagian yaitu : 
a. Program Pensiun Iuran Pasti ( PPIP ) 
b. Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP) 
4. Bagimna Perhitunga Dana Pensiun yang di Terima ? 
Jawab : untuk mencari rata-rata pensiun yang di terima setiap bulan adalah 
dengan rumus. ( Masa Kerja x 2,5% x Gaji Pokok Terakhir ). Dan untuk 
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